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PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

ABSTRAK :         -  Keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar 

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 

terciptanya lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, nyaman dan sehat. 

Kegiatan pedagang kaki lima merupakan perwujudan hak masyarakat dalam 

berusaha sehingga perlu diberi kesempatan untuk berkembang guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan bahwa Gubernur dan 

Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki 

lima, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, perlu ditinjau kembali; 

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 

13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 

2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; 

UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 

12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 

2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; 

Perda Kabupaten Pemalang No. 24 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 

1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011.  

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan Dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya. Diatur tentang  Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Penataan PKL, 

Pemberdayaan PKL, Hak, Kewajiban, dan Larangan PKL, Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, 

Sanksi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan. 

CATATAN :   -  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 27 Februari 2013 

- Terdiri atas 22 Halaman 

 


